Sanksi Pelanggaran Pasal 72 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja dar tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pida- 
na penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). | 5 


. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 


mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pi- 


dana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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KATA PENGANTAR 


Saya sepakat dengan sang jenius fisika Albert Einstein, 
bahwa Tuhan itu cerdik tapi tidak licik, God is subtle but does 
not have a malicious nature, demikian katanya. Salah satu bukti 
ialah Tuhan mengilhamkan kepada manusia, khususnya umat 
muslim mengenai lembaga perwakafan. Secara cerdik Tuhan 
membuka kesempatan . kepada hamba-hamba-Nya untuk 
menabung dan berinvestasi jangka panjang yakni untuk ladang 
pahala bekal di kehidupan akhirat kelak melalui keputusan 
mulia seperti mewakafkan tanah guna kepentingan prasarana 
peribadatan dan prasarana sosial yang sejalan dengan syariat 
Islam. Tidak liciknya Tuhan terbukti antara lain melalui 
kenyataan bahwa meskipun Beliau ialah Maha Pemberi Rizki 
dan Maha Kaya namun tetap saja membuka peluang kepada 
para hartawan untuk membelanjakan sebagian hartanya di 
jalan- Tuhan sebagai “pinjaman” Allah. 

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang juga saya lampirkan di 
bagian belakang buku ini, saya kira perlu kita sambut dengan . 
sepenuh hati. Kehadiran UU Wakaf ini tentu saja kita harapkan 
dapat menjadikan peran Pemerintah sebagai penjaga amanah 
niat dan praktik mulia para pewakaf (wakif) dan para pengelola 
wakaf (nadzir). Begitupun peran Badan Wakaf Indonesia dan. 
Badan Pertanahan Nasional tidaklah kurang mulianya sebagai 
stakeholders: perwakafan bila amanah. Kompleksitas masalah 
wakaf seiring dengan perkembangan .sosial, ekonomi dan 
keberagamaan sebagaimana diperlihatkan oleh negara-negara 
Islam di Timur Tengah sejak awal abad ke-20 — sebagaimana 
selintas digambarkan pada bab terakhir buku ini — saya kira 
merupakan benchmarking yang bagus bagi penyusunan 
Peraturan-peraturan Pemerintah yang akan mengoperasional- : 
kan UU Wakaf kita tersebut. | 

Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan 
terima kasih kepada teman-teman di lingkungan BPN dan para 
mantan mahasiswa saya yang berkat budi baik para beliau ini 
saya termotivasi dan terbantu untuk menulis buku ini. Secara 


« 


" V 
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spesial saya amat berterimakasih kepada sahabat saya 
Mohammad Yazid — pemimpin Badan Usaha Dompet Dhuafa ' 
Bandung — yang telah merelakan dirinya menjadi sparing 
partner saya dalam mendiskusikan prospek wakaf dalam 
perspektif kontemporer. i 

: Juga permohonan maaf kepada pembaca “wajin” saya 
utarakan, sebab belum apa-apa saya harus sudah meminta 
Anda bersikap: sabarlah dan rileks dalam membaca buku saya 
yang satu ini. Bila terserang jenuh dan pegal-pegal ketika 
membaca. buku ini, jalan-jalan dulu atau mondar-mandir 
sebentar di pekarangan rumah Anda. Maklum, untuk mencari 
ilmu mulia banyaklah godaan setannya. 


Bandung, April 2007 
Penulis 


HERMAN HERMIT 
hermityes @yahoo.com 


vi 
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Bab 1 
— Sertifikat tanah wakaf, mengapa diperlukan? 


Kepastian dan perlindungan hukum agraria 


Tanah wakaf, tentu saja erat terkait dengan tujuan mulia 
dari si mantan empunya tanah alias Wakif. Suatu keputusan jitu 
investasi untuk kehidupannya di akhirat kelak telah dia lakukan. 
Para alim ulama menyebutnya sebagai perbuatan “Memberi 
pinjaman kepada Allah”, “Menafkahkan harta di jalan Allah”, 
“Jihad dengan harta”, atau sebutan mulia lainnya. Tujuan 
praktis tanah wakaf adalah ,melanggengkan manfaat tanah 
untuk kepentingan pembangunan prasarana keagamaan 
seperti mesjid, madrasah, pesantren, dan kepentingan 
sosiallumum yang bersesuaian dengan ajaran agama Islam 
seperti sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, 
rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain. Ganjaran 
berupa pahala dari Allah untuk sang wakif di akhirat nanti 
tentulah amat besar. Maka bersuka citalah wahai para wakif 
yang telah sukses menundukkan salah satu sifat dasariah 
manusia bernama kikir alias bakhil. 

Bagi orang yang kemudian beroleh tugas mengelola tanah 
wakaf alias bernama Nadzir, maka tanah wakaf jelas-jelas 
merupakan amanah, yang kalau dilaksanakan dengan baik ' 
maka Insya Allah akan beroleh pahala juga kelak di akhirat. 
Jangan kuatir, ini juga tergolong amal saleh. Allah memang 
memastikan setiap harta benda ataupun jasa yang diniatkan 
dan diikhlaskan untuk investasi akhirat akan beroleh pahala di 
alam kekal kelak. 

Begitupun dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) yang menyaksikan berlangsungnya Ikrar Wakaf yang 
dibacakan oleh Wakif, maka Insya Allah beroleh pahala juga di 
akhirat. Dan saya amat yakin pula bahwa kedua saksi yang 
menyaksikan jalannya ikrar wakaf pun bakal beroleh pahala 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


yang lebih tinggi daripada lumayan. Untuk itu alangkah 
terjaganya kemuliaan jasa PPAIW dan kedua saksi ini apabila 
tidak disertai dengan pamrih macam-macam selain ganjaran 
pahala dari Allah kelak. 

Benar, bukti telah terjadinya perwakafan adalah ikrar secara 
lisan dari orang yang mewakafkan alias Wakif kepada orang 
yang akan mengelola tanah wakaf alias Nadzir di hadapan 
pejabat khusus bernama PPAIW tadi yang biasanya dari Kantor 
Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dan disaksikan 
langsung oleh kedua orang saksi. Setelah ikrar wakaf secara 
lisan terjadi, maka PPAIW membuatkan sebuah Akta Ikrar 
Wakaf (tertulis). Bahkan tugas PPAIW tidak sebatas itu. Dia 
masih berkewajiban kemudian” mendaftarkan tanah wakaf 
tersebut ke Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional di 
kabupaten/kota setempat). 


Beberapa Stakeholders Perwakafan 


Wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah 
miliknya. 

Nadzir adalah orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh menteri 
agama untuk mengelola tanah wakaf. 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat khusus 
dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang bertugas membuat 
akta wakaf dan berkewajiban kemudian mengajukan pendaftaran 
tanah wakaf ke Kantor Pertanahan (BPN Kota/Kabupaten setempat) 
hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf dari Kantor Pertanahan 
dimaksud. 

Dua orang saksi adalah orang-orang yang menyaksikan ber- 
lansungnya ikrar wakaf dari wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW. 
Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/BPN Kota/Kabupaten) 
setempat adalah lembaga pemerintah yang bertugas antara lain 
melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat. tanah di 
antaranya adalah sertifikat tanah wakaf sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 


Karena kegiatan perwakafan ini merupakan perlombaan 
untuk memperoleh pahala besar di akhirat dan semua peserta 
bakal memenangkan perlombaan, maka alangkah eloknya dan 
2 
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. sucinya perbuatan ini apabila tidak ditumpangi oleh praktik 
macam-macam selain ikhlas dan amanah dari setiap orang 
. yang berkepentingan alias stakeholders: Wakif, Nadzir,. PPAIW 
di KUA, kedua saksi, dan pejabat pendaftaran tanah di Kantor 
Pertanahan. Tolong doakan juga agar saya sebagai penulis 
buku mengenai perwakafan ini juga beroleh pahala di akhirat 
nanti, meskipun tentunya saya menikmati royalti dari penerbit di 
dunia sekarang — sepanjang buku ini laku. Untuk penerbit, saya 
akan mendoakan Anda beroleh pahala juga di akhirat, meski 
mungkin beroleh untung pula di dunia - kalau hasil penjualan 


“3 buku.ini melewati titik balik-modal. 


Terus terang, karena digerakkan oleh motif saya mencari 
keuntungan Gi akhirat inilah, saya amat serius menulis buku ini. 
Mungkin hal serupa juga yang diharapkan penerbit buku ini, 
sebab saya pesimis kalau buku ini bisa laris manis di pasaran. 

.Ya, keseriusan dalam berbuat sesuatu yang menghasilkan 
manfaat besar inilah yang selayaknya menjadi motivasi saya 
sebagai penulis dan juga para stakeholder perwakafan tadi 
dalam rangka meraih ridla Allah. 

. Pembaca yang budiman, yang entah masih belum berniat 
menjadi wakif atau sedang berencana jadi wakif atau mungkin 
Anda malah telah menjadi wakif. Perkenankan saya memberi- 
kan pepatah-petitih berikut: sempurnakanlah setiap kegiatan 
perwakafan ini dengan ekstra upaya sampai terbitnya sertifikat 

tanah wakaf dari Kantor Pertanahan untuk pencegahan dari 
perbuatan-perbuatan usil yang memelencengkan penguasaan 
atau penggunaan tanah wakaf dari yang seharusnya. Dengan 
telah terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf maka otomatis tanah 
wakaf tersebut telah terdaftar dalam sistem administrasi negara 
melalui administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan (BPN), 
Berusaha menyempurnakan suatu ibadah dan kesabaran 
dalam mengamalkannya memang tergolong Perbuatan amat 
terpuji di hadapan Allah. 

Kewaspadaan tetap diperlukan. Sebab, jangankan tanah 
wakaf, sandal jepit saja yang diparkir di mesjid-mesjid sering 
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kena perbuatan usil orang yang tak bertanggung jawab alias 
tergoda rayuan setan. Maka tidak mengherankan apabila tak 
jarang terdengar kasus bahwa tanah wakaf telah beralih 
menjadi tanah milik para ahli waris nadzir dengan penggunaan 
atau pemanfaatan tanah yang sudah melenceng dari syariah 
dan tujuan semula. Kejadian seperti ini biasanya diakibatkan 
antara lain oleh belum disertifikatkannya tanah wakaf tersebut 
di Kantor Pertanahan (dulu bernama Kantor Agraria). Ya, setan 
memang menggoda kita dari 1001 arah. Waspadalah! 


Pahala kebaikan yang dilipatgandakan 


Guran, Surat 028, Ayat 054: 
Pahala kebaikan dilipatgandakan dua kali disebabkan kesabaran 
dalam mengamalkan. 

Gur'an, Surat 028, Ayat 084: 
Pahala kebaikan lebih baik daripada kebaikan yang dilakukannya. 

Guran, Surat 064, Ayat 017: 
Pinjaman yang baik kepada Allah dilipatgandakan balasannya dan 
diberi ampunan oleh Allah Swt. 

OGuran, Surat 098, Ayat 008: 
Balasan kebaikan adalah surga, yang mengalir sungai-sungai di . 
bawahnya, bergembiralah mereka. 


Oleh karena itu saya .menyarankan kepada para calon 
wakif untuk proaktif membantu. PPAIW dalam mengajukan 
permohonan pendaftaran tanah alias sertifikasi tanah wakaf ke 
Kantor Pertanahan setempat. Memang adalah tugas PPAIW 
untuk mengajukan permohonan sertifikat tanah wakaf ke Kantor 
Pertanahan, setelah penerbitan Akta Wakaf di Kantor Urusan 
Agama. Dengan. proaktif dalam pengurusan sertifikasi tanah 
yang diwakaf'kannya, wakif akan merasa puas dan yakin 
terhadap keamanan tanah yang diwakafkannya. Pendaftaran 
tanah dan penerbitan sertifikat memang diselenggarakan 
pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan 
hukum keagrariaan atas subyek dan obyek tanah-tanah hak. 

Untuk memuluskan jalannya penerbitan sertifikat di Kantor 
Pertanahan, Anda bisikkan saja kepada para pejabat 
pendaftaran t tanah di Kantor Pertanahan bahwa mereka pun 
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Insya Allah akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Kalau 
untuk penerbitan Akta Wakaf di KUA saya kira Anda tidak perlu 
melancarkan bisikan demikian, sebab namanya juga kantor 
“ urusan agama, masak iya para pelugasnya berani macam- 
macam untuk urusan akhirat. 

. Banyak keuntungan praktis dan keuntungan edukasi yang 
bisa dipetik sebagai imbalan sepadan dari bersusah payahnya 
wakif dalam turut mengurus permohonan penerbitan sertifikat 
tanah wakaf. | 
.» Keuntungan praktis dari disertifikatkannya tanah Wakai 
antara lain adalah: 


v 


Menerbitkan rasa 'ainul yagin dan 'ainul ilmi pada diri 
wakif (orang yang mewakafkan) bahwa proses per- 
wakafannya telah memenuhi baik syariah Islam maupun 
peraturan perundangan negara: | 
Menerbitkan rasa puas pada diri-wakif, karena telah 
amat serius dalam mengerahkan ekstra upaya hingga 
terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf: 

Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk 
prasarana peribadatan dan sosial/umum yang dibenarkan 
oleh syariat Islam: dan 

Memagari tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya 
sengketa penguasaan/pemilikan tanah antara ahli waris 
wakif dan ahli waris nadzir. 


e Keuntungan edukasi dari disertifikatkannya tanah wakaf 
antara lain adalah: 


v 


v 


Turut membantu salah satu misi penting pemerintah 
pada bidang pertanahan yaitu Tertib Administrasi dan 


. Tertib Hukum Pertanahan: 
Bukti otentik (tertulis) keteladanan wakif dan ter- 


lembagakannya penggunaan dan kemanfaatan tanah 
wakaf dalam arsip-dokumen negara yang ada dalam 
Sistem tata usaha pendaftaran tanah di Kantor. Pertanahan 
(Badan Pertanahan Nasional kota/kabupaten setempat): 
Turut mengembangkan syiar agama Islam melalui pe- 
nyediaan prasarana berupa tanah yang kelanggengan 
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manfaatnya dijamin oleh. hukum negara melalui hukum- 
hukum pertanahan: 

v“ Partisipasi aktif wakif dalam memecahkan persoalan 
kelangkaan tanah bagi pembangunan prasarana 
peribadatan dan prasarana sosial yang sejalan dengan 
ajaran agama Isiam. yang sebetulnya adalah tugas 
pemerintah atau negara, dan 

v“ Memberikan peluang kepada orang lain seperti nadzir, 
“Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kedua 
orang saksi, dan petugas seksi Pendaftaran Tanah di . 
Kantor Pertanahan untuk turut serta menyumbangkan 
jasa atau tenaga amal saleh. 


Ringkasnya, inti pesan bab ini adalah para stakeholders 
'perwakafan yaitu wakif, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW), para saksi, dan para pejabat Pendaftaran 
Tanah di Kantor Pertanahan, harap jangan kepalang tanggung 
.dalam berlomba pahala. di akhirat melalui pengurusan 
perwakafan sampai dengan terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf. 
Mari kita mencari cara yang cerdas untuk masuk surga 
bersama-sama, jangan sendirian ah! Ada sebuah potongan 
syair dari Brazil berbunyi “When we dream alone, it is just a 
dream. When we dream together, it is. the dawn of reality.” 
(Kalau kita mimpi sendirian, mungkin itu hanya suatu mimpi 

belaka. Tapi kalau kita mimpi bersama-sama, maka boleh jadi 
— itu fajar kenyataan). 


— Pahala berlomba berbuat kebaikan 


. Guran, Surat 023, Ayat 096: 

Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. 
Guran, Surat 002, Ayat 195: 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
Guran, Surat 002, Ayat 148: 

Berlomba-lombalah berbuat kebaikan. 
Guran, Surat 003, Ayat 115: 

Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. 
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Pendaftaran tanah dan sertifikasi 
| Akan halnya semua kendaraan bermotor wajib didaftarkan . 
pada Polda, dan bukti dari telah terdaftarnya setiap kendaraan 
tersebut adalah BPKB dan STNK. Pendaftaran semua ' 
kendaraan bermotor tersebut adalah kegiatan yang merupakan 
kewajiban Polda atas nama negara atau pemerintah. Nah, 
demikian pula dengan semua bidang tanah alias persil wajib 
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota 
setempat alias Kantor Pertanahan. Bukti bahwa suatu bidang 
tanah telah terdaftar di Kantor Pertanahan adalah terbitnya 
Sertifikat Hak atas tanah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai 
atas tanah negara, Sertifikat Hak Pengelolaan atas tanah 
negara, Sertifikat Wakaf, dan lain-lain. Pendaftaran tanah ini 
tentu saja juga kewajiban negara atau pemerintah yaitu BPN 
alias Kantor Pertanahan. 
Akan halnya pendaftaran kendaraan bermotor oleh Polda, 
setiap kendaraan yang telah terdaftar tentunya segala data 
mengenai siapa pemilik kendaraan tersebut dan spesifikasi 
pokok kendaraan tersebut (nomor mesin, nomor rangka, merek, 
kapasitas mesin, warna, dan lain-lain) akan tercatat dalam 
sistem administrasi dan tata usaha di kantor Polda. Nah, 
demikian pula dengan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar 
di Kantor Pertanahan, data penting mengenai subyek dan 
obyek bidang tanah tersebut akan tercatat dalam dokumen tata 
usaha pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan. 
Akan halnya suatu kendaraan bermotor yang telah terdaftar 
di Polda tersebut hilang atau dicuri orang, misalnya, maka 
berbekalkan data yang ada di sistem administrasi Polda 
mengenai kendaraan tersebut polisi bisa membantu untuk 
mencarikan kendaraan tersebut di lapangan. Demikian pula bila 
BPKB atau STNK kendaraan hilang atau rusak, maka dapat 
segera dibuatkan BPKB atau STNK pengganti, karena semua 
data mengenai kendaraan tersebut telah ada di catatan pada - 
sistem administrasi Polda. Nah, demikian pula dengan Sertifikat 
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tanah yang hilang atau rusak, bisa segera dibuatkan sertifikat 
penggantinya oleh Kantor Pertanahan. Juga seandainya batas- 
batas fisik bidang tanah itu hilang atau musnah, karena suatu 
bencana alam seperti tsunami di Aceh atau Nias misalnya, bisa 
“ direkonstruksi kembali di lapangan. 

Itulah tujuan dan pentingnya pemerintah menyelenggarakan 
pendaftaran tanah, yang hasilnya tidak lain dan tidak bukan 
adalah sertifikat dan rekaman data rinci mengenai bidang- 
bidang tanah dalam sistem administrasi Pe tanah di. 
Kantor Pertanahan. 


Rekonstruksi dan Rehabilitasi Sertifikat Tanah di NAD dan 
Nias . 


Untuk rekonstruksi dan rehabilitasi fisik di Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD) dan Nias pasca bencana tsunami desember . 
2004: Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN 2005 
sebesar Rp 3,7 triliun dan APBN 2006 sebesar Rp 9,0 triliun, 


demikian kata Wakil Presiden RI. Ada 600.000 bidang tanah di 
NAD dan. Nias yang harus disertifikatkan kembali, tapi untuk 
sampai dengan tahun 2009 Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
baru berani menargetkan sertifikasi untuk 60.000 bidang tanah, 
yang didanai sebesar $ 29 juta atau sekira Rp 290 miliar dari 
negara-negara donor: demikian kata Kepala BPN.” 

(Harian KOMPAS, 6 Februari 2006, him.3) 


Sertifikat Wakaf, dalam bentuk fisiknya bisa tetap seperti 
Sertifikat. Hak Milik semula sebelum diwakafkan oleh Wakif, 
hanya saja nama si Wakif dalam sertifikat itu (tepatnya pada 
bagian Buku Tanah) dicoret, dan nama baru dimunculkan pada 
' lembar “peralihan hak” yaitu nama si Nadzir. Demikian pula 
proses pencoretan nama wakif dan pemunculan nama nadzir 
ini serta kejadian perwakafan tanah tersebut dilakukan pada 
arsip/dokumen tata usaha pendaftaran tanahnya. Ciri lain yang 
mecolok dari sertifikat wakaf adalah adanya stempel “WAKAF” 
“pada jilid sertifikat dan lembar pertama buku tanah pada 
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Sertifikat Wakaf. Bentuk lain, terbaru, khusus. untuk tanah 
wakaf, seperti contoh sertifikat wakaf pada bagian lampiran 


| ..buku ini. Keduanya berlaku. 


Buku ini memang tidak dimaksudkan sebagai suatu buku 
teks atau naskah akademis, oleh sebab itu Anda jangan 
menuntut agar membahas definisi-definisi untuk seputar 
pendaftaran tanah secara “ilmiah” (misalnya dengan untaian 
kata dan kalimat yang dimentereng-menterengkan biar tampak 
“gagah”, eh maaf, ilmiah, /ho). Silahkan, Anda Stay tune untuk 
bab selanjutnya. Memang cara terbaik untuk menyimak isi buku 

ini adalah sikap rileks Anda. | 
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Bab 2 


Siapa yang boleh mewakafkan tanah dan 
pengelola tanah wakaf ? 


Meski mewakafkan tanah merupakan perbuatan amat 
terpuji, namun the rule of the game alias aturan main dalam 
peraturan perundangan pertanahan membatasi pelakunya 
(calon wakif). Demikian pula untuk bisa menjadi nadzir (yang 
diserahi tugas mengelola tanah wakaf) tidaklah bisa 
sembarangan orang. Pembatasan kriteria untuk mereka tentu 
saja ada maksud dan tujuannya. 

Berita baiknya adalah, maksud .pembatasan tersebut 
semata untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 
negara mengenai subyek dan obyek perwakafan. Masih berita 
baiknya juga adalah, ternyata tujuan dari pembatasan tersebut 
agar pertama-tama memagari perbuatan suci dari perwakafan 
itu dari praktik jahat orang yang tidak berhak alias setan 
berwujud manusia. Tujuan kedua, agar kelanggengan 
kegunaan dan kemanfaatan tanah wakaf bisa dipertahankan 
sesuai dengan ajaran Islam. 

Adapun berita buruknya dari adanya pembatasan kriteria 
para pelaku perwakafan tersebut adalah, untuk menunaikan 
itikad atau niat baik para pelaku perwakafan saja kok dibatasi 
dan mengesankan birokratis alias jelimet. Namun hitung punya 
hitung, berita baiknya akan jauh lebih besar ketimbang berita 
buruknya. Buktinya, hasil penelitian seorang mahasiswa saya 
bernama Sugih Ahmad Juangsih Tahun 2003 yang untuk 
kepentingan pembuatan skripsinya yang saya bimbing 
“ langsung, menemukan fakta bahwa tak sedikit di daerah: 
Kabupaten Karawang terjadi kasus: tanah wakaf sudah beralih 
menjadi tanah-tanah milik perseorangan dengan berbagai jalan 
ceritanya yang berliku-liku. Salah satu varian ceritanya adalah 
karena tanah wakaf pada umumnya di daerah situ belum 
disertifikatkan, maka ada celah-celah kesempatan bagi ahli 
waris nadzir untuk mengaku-ngaku tanah tersebut sebagai 
tanah warisan dan langsung mendaftarkan tanah tersebut ke 
Kantor Pertanahan (dahulu Kantor Agraria) hingga terbitnya 
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Sertifikat Tanah Milik. Saya ketahui belakangan bahwa di. 
daerah Kabupaten Karawang ternyata semangat masyarakat 
dalam mewakafkan tanah miliknya boleh dikata relatif sangat 
tinggi, oleh sebab itu wajar kalau peluang untuk ditemukannya 
perilaku macam-macam terhadap tanah wakaf pun mempunyai 
frekuensi yang juga relatif tinggi. Ini hanya logika statistik saja. 


Beberapa Pertimbangan Hukum Perwakafan 


“Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang 
mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi 
kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan 
timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, disebabkan tidak adanya 
data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang 
diwakafkan,” (Konsiderans Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 
1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik). 

“Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah 
milik ini tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan 
perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyim- 
pangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali 
disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakai 
keluarga, wakaf umum, dan lain-lain), dan tidak adanya keharusan 
untuk didaftarkan benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyak- 
lah benda-benda wakaf yang tidak- diketahui lagi keadaannya. 
Malahan dapat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah 
sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (Nadzir). Kejadian- 
kejadian tersebut di atas menimbulkan keresahan di kalangan umal 
beragama, khususnya mereka. yang menganut agama Islam, dan 
menjurus ke arah antipati. Di lain pihak banyak — terdapat 
persengketaan-persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya 
status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, 
maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka 

- yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat 
usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan 

: bimbingan kewajiban ke arah beragama, sebagaimana terkandung 
dalam ajaran Pancasila digariskan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 
IV/MPR/1973.” (Penjelasan Umum atas PP RI No.28 Tahun 1977 
Tentang Perwakafan Tanah Milik) 


. Peraturan perundangan yang secara khusus mengatur 
perwakafan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 
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Milik (yang ditetapkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 
17 Mei 1977) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 
Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai 
Perwakafan Tanah Milik (yang ditetapkan dan mulai diber- 
lakukan pada tanggal 26 November 1977). Sedangkan peraturan 
perundangan lain yang menunjang teknis pendaftaran tanah 
secara umum adalah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 
24/1997. Jangan kuatir, keempat peraturan perundangan 
tersebut dapat Anda peroleh di Kantor-kantor Pertanahan 
dengan cara memotokopinya, karena dokumen tersebut bukan 
tergolong rahasia negara. Kalau Anda kesulitan, hubungi saja 
saya alias penulis buku ini — tidak perlu- sambil .menunjukkan 
bon pembelian buku ini, Iho! 

Pembaca yang budiman, :pada Bab Satu sudah saya 
sampaikan bahwa sedikitnya akan terdapat lima stakeholders 
yang suka tak suka mesti terjun ke urusan perwakafan ini, 
yakni: wakif (orang yang mewakafkan), nadzir (orang yang 
diserahi tugas mengelola tanah wakaf), dua orang saksi (orang 
yang menyaksikan ikrar wakaf), Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) dari orang dalam Karitor Urusan Agama (KUA), 
dan para petugas pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan 
(BPN Kabupaten/Kota). Dua di antaranya, yakni wakif dan 
nadzir terkena batasan yang cukup ketat. Nah, kini mari kita 
simak batasan-batasan alias: kriteria untuk bisa menjadi wakif 
dan nadzir sebagai berikut. 


m Persyaratan Calon Wakif (pihak yang akan mewakafkan 
tanah miliknya) : 

“ Badan-badan hukum yang menurut peraturan per- 
undangan diperbolehkan mempunyai tanah Hak Milik 
(seperti Bank-bank milik pemerintah dan yayasan- 
yayasan keagamaan atau sosial), atau. perseorangan 
(satu orang atau beberapa orang secara bersama- 
sama) yang menurut peraturan perundangan diper- 

' bolehkan mempunyai tanah Hak Milik yaitu seorang 
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Warga Negara Indonesia (harap diketahui bahwa Warga 
Negara Asing tidak diperkenankan mempunyai tanah 
Hak Milik): 

Dewasa dan sehat akal (bila calon wakifnya adalah 


: perseorangan), atau pengurusnya yang sah (bila calon 


wakifnya adalah badan hukum): : 
Sukarela (atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan), 
Tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan. 
Menguasai tanah yang akan diwakafkan dengan status 
Hak Milik (harap diketahui bahwa tanah-tanah dengan 
status Hak Guna Bangunan/HGB, Hak Guna Usaha/ 
HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Hak Sewa tidak 
bisa diwakafkan). 


Persyaratan Nadzir (yakni pihak yang: diserahi tugas 
mengelola tanah wakaf, bisa berbentuk perseorangan 
ataupun badan hukum) j 

Untuk Nadzir yang berbentuk perseorangan: 


SUS 


v 


. Warga Negara Republik Indonesia: 


Beragama Islam: 

Sudah dewasa, 

Sehat jasmani dan rohani: 

Tidak berada di bawah pengampuan: 

Bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat letaknya 
tanah yang diwakafkan: dan 

Harus terdaftar sebagai nadzir. pada Kantor Urusan 
Agama (KUA) kecamatan setempat. 


pak Nadzir yang berbentuk badan hukum: 


v 


- 


Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 
Mempunyai perwakilan di wilayah kecamatan tempat 
letaknya tanah yang diwakafkan: dan 

Harus terdaftar sebagai nadzir pada Kantor Utusan 
Agama (KUA) kecamatan setempat. 
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(Perlu pembaca ketahui bahwa selain dibebani kewajiban, 
Nadzir juga diberi hak mendapatkan penghasilan dan 
fasilitas tertentu yang diatur oleh peraluran Menteri 
Agama). 


- ja si Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

“ Membuat Akta Ikrar Wakaf setelah. terjadi ikrar 
. wakaf secara lisan dari Wakif kepada Nadzir, 

yang disaksikan oleh dua orang saksi: dan 
“ Mendaftarkan semua tanah wakaf kepada 
Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten/Kota setempat) selambat-lambatnya 3 
bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf. | 
(Perlu juga pembaca ketahui bahwa selain dibebani 
kewajiban, PPAIW pun diberikan hak-hak tertentu yang 
macam dan besarnya diatur oleh keputusan Menteri 

Agama). 


Amal yang kekal dan Jabatan Pemerintahan 


Hadits Shahih Muslim: . 
“Apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah (terhenti) 
segala amalnya, kecuali tiga perkara: (1) Sedekah jariyah, (2) Ilmu 
yang diambil orang Pena dan (3) Anak yang saleh yang selalu 
mendoakannya." : 


Hadits Shahih Bukhari: 

“Sesungguhnya kamu sangat mengharapkan jabatan pemerintahan, 
tetapi di hari kiamat hal itu menjadi penyesalan. Amat baik 

. Perempuan yang menyusukan anaknya. dan amat buruk perempuan 
yang berhenti menyusukan.”(maksudnya: amat baik pejabat yang 
menyelenggarakan kepentingan bersama dan amat buruk kalau | 
hanya mementingkan dirinya sendiri) 
“Seseorang yang telah ditugaskan Tuhan memerintah akyal 
memerintahi rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, 
niscaya dia tiada akan mermperoleh bau surga.” 
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' Bab3 
Tanah apa yang bisa diwakafkan? 


Pembaca yang budiman, kita mengetahui bahwa selain Hak 
Milik (HM), masih banyak macam hak atas tanah menurut 
hukum agraria. Macam hak-hak lain itu yakni Hak Guna 
Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak 
' Sewa, Hak Membuka Hutan, dan Hak Pengelolaan. Kalau Hak 
“Milik tidak dibatasi waktu berlakunya, maka hak-hak lainnya itu 
dikenakan batasan masa berlakunya. Tanah HGB, misalnya, 
maksimum masa berlakunya adalah 30 tahun (dan dapat 
diperpanjang untuk maksimum 20 tahun, bila memenuhi 
syarat). Sedangkan tanah HGU, misalnya lagi, maksimum 
berlakunya adalah 35 tahun (namun dapat diperpanjang untuk 
maksimum 25 tahun). Itulah pembeda utama Hak Milik dari hak- 
hak atas tanah lainnya. Sedangkan kesamaannya adalah, baik 
hak milik maupun hak-hak atas tanah lainnya itu, wajib 
didaftarkan di Kantor Pertanahan (BPN) alias harus disertifikat- 
kan. Penerbit sertifikat hak atas tanah tentu saja adalah Kantor 
Pertanahan alias Badan Pertanahan: Nasional (BPN) 
kabupaten/kota setempat. Hanya Tanah Negara (TN) alias 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara saja yang tidak perlu 
disertifikatkan, tetapi harus tetap terdaftar dalam sistem 
administrasi pendaftaran tanah di Kantor-kantor Pertanahan. 

Pemhaca yang budiman, mohon bersabar untuk bertahan 
dalam menyimak hak milik atas tanah ini ataupun hak-hak 
lainnya. Sebab ternyata hanya tanah Hak Milik (HM) saja yang. 
diperbolehkan untuk diwakafkan 'oleh si empunya tanah, 
demikian menurut aturan main dalam peraturan agraria kita. 
Namun berita baiknya adalah, tanah-tanah Hak Guna 
Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai atas 
Tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan lainnya dimungkinkan 
. untuk ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik melalui suatu 
proses permohonan kepada pemerintah (yang dalam hal ini 
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tentu saja Kantor Pertanahan alias. BPN). Sedangkan kabar 
'buruknya adalah, apabila Anda berniat mewakafkan tanah yang 
bukan berpredikat Hak Milik, maka sebelum mewakafkan tanah 
tersebut Anda mesti menempuh suatu “perjalanan panjang” 
: permohonan perubahan (konversi atau peningkatan) dari HGB 
atau HGU atau lainnya itu menjadi Hak Milik. Itupun kalau 
dikabulkan pemerintah, Iho! Pengabulan pemerintah terhadap 
: permohonan konversi ini bisa berupa “Penegasan Hak” atau - 
“Pemberian Hak Baru atas tanah”. Dalam judul buku lain 
(2004), saya telah memberikan kiat-kiat bagaimana cara 
memperoleh tanah Hak Milik dari tanah-tanah HGB, HGU, 
Tanah Negara dan Tanah Pemda. 
| Selain itu, ternyata tanah Hak Milik yang akan Anda 
wakafkan itu pun masih dikenakan persyaratan lain, yaitu mesti 
bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa/ 
perkara. Artinya, tanah Hak Milik yang dalam keadaan dijamin- 
kan (hak tanggungan) atau menjadi jaminan utang pun, 
misalnya, maka mohon maaf, tidak bisa diwakafkan. 


Penjelasan Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977 
Tentang Perwakafan Tanah Milik 


“Sebagaimana telah dikemukakan, perbuatan mewakafkan 
adalah suatu perbuatan yang suci, mulia, dan terpuji sesuai ajaran agama 
Islam. Berhubung dengan itu, maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan 
itu betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacadnya ditinjau dari 


sudut pemilikan. Selain daripada itu persyaratan ini dimaksudkan untuk 
mencegah terjadinya .atau terbawa-bawanya lembaga perwakafan ini 
untuk sering berhadapan dengan Pengadilan yang dapat memerosotkan 
wibawa. dan syariat agama Islam. Berdasarkan pandangan tersebut di 
atas, maka tanah yang mengandung pembebanan seperti hipotik, crediet- 
verband, tanah dalam proses perkara dan sengketa, tidak dapat 
diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu." 


Memang, tanah Hak Milik dalam hukum agraria ditempatkan 
pada derajat paling tinggi bila dibandingkan dengan tanah- 
tanah hak lainnya seperti HGB, HGU, Hak Pakai, dan lain-lain. 
Dalam bahasa resmi Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 
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